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PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka
perlu menetapkan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan menuangkan ketentuannya
dalam Peraturan Daerah.

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);



7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4812);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007;

14.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Timur
Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan
Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan
Daerah Jawa Timur;

15.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);

16.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2010
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2010 Nomor 13/A).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG
MEMUTUSKAN:



Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Bupati adalah Bupati Jombang.

3. Pemerintah Kabupaten Jombang adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Pemerintahan Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan aset
Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan
menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan
sebagai modal/saham Daerah.

6. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan
Daerah yang belum dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang
yang merupakan kekayaan Daerah.

7. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang
selanjutnya disebut PT. Bank Jatim adalah Perseroan Terbatas
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB I
PENYERTAAN MODAL
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal Daerah

pada PT. Bank Jatim.

BAB Il
TUJUAN
Pasal 3

(1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dialokasikan untuk menambah investasi dan devidennya digunakan
untuk memperkuat posisi keuangan Daerah dalam membiayai
program kegiatan.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penyertaan modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip
ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat
kemampuan keuangan Daerah.



(3) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Jombang pada PT. Bank
Jatim dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan PT. Bank
Jatim dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan
menambah pendapatan Daerah.

BAB |V
BESARAN DAN SUMBER DANA
Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Jatim adalah
sebesar Rp.999.149.360,53 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan
juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah
lima puluh tiga sen).

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
bersumber dari APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2011.

BAB V
HASIL PENYERTAAN MODAL
Pasal 6

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal Daerah pada PT.
Bank Jatim berupa deviden yang menjadi hak Daerah yang diperoleh
selama tahun anggaran berjalan, wajib disetor secara bruto ke Kas
Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, = memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal

BUPATI JOMBANG,

SUYANTO

Diundangkan di Jombang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 195304121979031015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR I E

D:\PERDA 2011\PERDA 3 TH 2011 PERDA PM BPD.doc






